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PERATURAN DAERAH
ICABUPATEN MINAHHASA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MABEA ESA
BUPATI MINAHASA

bahwa untuk melaksanakan ketentuvan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintalt Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daersh (DPRD) bersama Bupati Minahasa telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Sulawesi Utara Nomor 263 Tahun 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Minahasa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggran 2012
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten
Minahasa Tahun Anggaran 2012.

Undang-Uddang Nomwor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat IT di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara R epubik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Rlepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Unda ngUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tdwn 1994 bnomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang —~ Undang Npmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undanga (Lembaran Negara RI' Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang — Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Nomor
4438);

Undang — Undang Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lemakaran Negara Nomor 5049),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuagan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuanagan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 454());

Peraturan Pemerintali Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanagan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuanagan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanagan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Keuanagan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga
Kependidkan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi Khusus Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012

21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Tabun 2007 Nomor 19);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangun«an Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Minahasa Tahun 2008 2013;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Kabupaten Minahasa Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Tabun 2011 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Banguran (BPHTP) (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Tabun 2011 Nomor 2) ;

25. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur
dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa (Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 6) ;

26. Peraturan Bupati Minakasa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 201!
Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

L
2

M

Pendapatan Daerah Rp. 616.155.392.500,00
Belanja Daerah : _Rp. 629.522.542.000,00
Surplus/(Defisit) Rp. (13.367 .149.500.00)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 16.217.149.500.00

b. Pengeluaran R 2.850.000.000.00
Pembiayaan Neto Rp. 13.367.149.500.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. .

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 24.297.712.500.00
b. Dana Perimbangan sejumlab Rp. 558.164.079.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlan Rp. 33.693.601.000.00
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Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pendapatan :

a. Pajak Daerah Sejumlah Rp. 11.603.800.000.00

b. Retribusi Daerah Sejumlah Rp. 5.007.412.500.00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 2.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah Rp. 5.186.500.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 22.683.388.000,00
Sejumlah

b. Dana Alokasi Umum Sejumlah Rp. 488.909.611.000,00

¢. Dana Alokasi Khusus Sejumlah Rp. 46.571.080.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis

Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah lain  Rp. 9.960.030.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlakh Rp. 23.733.571.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal | terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 447.230.395.500,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 182.292.146.500.00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Belanja:

a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 404.982.781.500,00

b. Belanja Bunga Sejumlah Rp.

c. Belanja Subsidi Sejumlah Rp.

d. Belanja Hibah Sejumlah Rp. 22.900.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp. 4.000.000.000,00

f. Belanja bagi lHasil Sejumlah Rp.

g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlali Rp. 13.847.614.000,00

h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 9.565.748.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Se jumlah Rp. 97.981.089.680,00

c. Belanja Modal Sejumlah Rp. 74.745.308.820,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah Rp. 16.217.149.500,00

b. Pengeluaran Sejumlah Rp. 2.850.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. 16.217.149.500,00
Sebelumnya

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yanga dipisahkan Rp. -
Sejumlah

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumleah Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -

g. Penerimaan kembali investasi jangka pendek sejumlah Rp.



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemeriniah Daerah Rp. 2.000.000.000,00
Se jumlah
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 3 Rp. 850.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daecrah se jumlah Rp.
Pasal §

Uraian lebih lanjut Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalama pasal 1, tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran [
Lampiran II

Lampiran 111

Lampiran 1V

Lampiran V.

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran X111

Ringkasan APBD;

Ringakasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi,
Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dann Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara.

Daftar Jum!lah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah

Daftar Perk&raan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya

Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam Tahun Anggaran ini

Daftar Dana Cadangan daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7
| 4 Peraturan Daeran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

& Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Penetapannya dalam Lembaran Daerah.

er 2011
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